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Inti Sari
Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Fakfak membutuhkan evaluasi untuk memastikan 

bahwa rencana pengelolaan telah dilaksanakan secara efektif. Evaluasi dilaksanakan menggunakan Evaluasi 
Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA). EVIKA telah ditetapkan  sebagai instrumen alat ukur 
pengelolaan kawasan yang telah diterapkan secara luas pada kawasan konservasi perairan di Indonesia.  
Penelitian ini menggunakan  hasil EVIKA selama  tiga tahun (2021-2023) KKP Fakfak, untuk melihat tren 
perkembangannya dan menunjukkan hasil yang nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi kriteria 
lebih banyak pada kriteria input dan proses, sedangkan kriteria output dan outcome capaiannya masih sangat 
rendah.  Faktor-faktor yang berkontribusi baik terhadap pengelolaan KKP Fakfak disumbangkan oleh indikator 
pengetahuan masyarakat dari komponen output, penjangkauan dan pengawasan dari komponen proses, dan 
sumber daya manusia, rencana pengelolaan, rencana zonasi dan status kawasan dari komponen input.  

Kata kunci: Efektivitas, penilaian, manajemen, konservasi, Fakfak

Abstract
The Fakfak marine protected areas (Fakfak-MPAs) are evaluated to determine  that the park has been 

managed effectively as indicated in the park management plan.  The evaluation use of the Conservation Area 
Management Effectiveness Evaluation (EVIKA). EVIKA methods have been widely used in marine conservation 
areas in Indonesia.  We use the EVIKA results for three years (2021-2023) from Fakfak-MPA. The result showed 
that the contribution came from the input and process criteria, while the achievement of the output and outcome 
criteria was still very low.  Factors that contribute well to the management of Fakfak-MPAs were contributed 
by community knowledge indicators from the output component, outreach and supervision from the Process 
Component, and human resources, management plans, zoning plans and area status from the Input component.
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https://doi.org/10.47039/ish.6.2024.123-133


124

Igya Ser Hanjop: Jurnal Pembangunan Berkelanjutan 6 (2) (2024):  123-133

I.	 Pendahuluan
Pembentukan Kawasan Konservasi (KKP) 

di Indonesia merupakan amanat dari Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 
Tahun 2009 Tentang Perikanan, dan Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2007  Tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil.  Pasal 7 Undang-Undang Nomor  45 
Tahun 2009 menyebutkan bahwa dalam 
rangka mendukung kebijakan pengelolaan 
sumber daya ikan, maka ditetapkan Kawasan 
Konservasi Perairan (KKP).  Pasal 28 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 
menyebutkan bahwa untuk kepentingan 
konservasi, sebagian wilayah pesisir dan 
pulau-pulau kecil dapat ditetapkan sebagai 
kawasan konservasi.  Pemerintah Indonesia 
menargetkan sebesar 32,5 juta ha atau 10% dari 
luas perairan menjadi kawasan konservasi di 
tahun 2030.  Pada tahun 2022 capaian kawasan 
konservasi perairan Indonesia yang tercatat di 
Sistem Data Konservasi (SIDAKO) Kementerian 
Kelautan dan Perikanan mencapai 28.911.919  
ha atau  sekitar 8,90%.

Kabupaten Fakfak yang terletak di Provinsi 
Papua Barat dikenal dengan keanekaragaman 
hayati laut dan daratnya (Allen & Erdmann, 
2006).  Fakfak juga memiliki berbagai 
ekosistem penting, termasuk hutan mangrove, 
terumbu karang, dan hutan tropis yang kaya 
flora dan fauna endemik. Sebagai bagian 
dari upaya melindungi kekayaan alam ini, 
beberapa kawasan di Fakfak telah ditetapkan 
sebagai kawasan konservasi perairan (DKP, 
2018). Kawasan konservasi ini perlu dipantau 
secara berkala untuk memastikan kegiatan 
pengelolaan dilakukan secara efektif dan 
berkelanjutan.  Pemantauan dan evaluasi 
berkala diperlukan guna memastikan kegiatan 
pengelolaan kawasan mencapai tujuan dan 
target konservasi (Carter, 2003; Dahl-Tacconi, 
2005; Amkieltiela et al., 2022).

Kawasan Konservasi Perairan Fakfak 
ditetapkan melalui Keputusan Menteri 
Kelautan dan Perikanan Nomor 79 Tahun 2020 
Tentang Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil Teluk Berau dan Teluk Nusalasi Van Den 
Bossch di Provinsi Papua Barat. Kawasan ini 

memiliki potensi perairan yang cukup tinggi 
dengan memiliki kekayaan keanekaragaman 
hayati perairan dan biomassa ikan karang, 
terdapat 330 spesies ikan karang, pari manta 
dan cetacean.  Selanjutnya, perencanaan 
pengelolaan mengacu pada Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 
Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi. 
Peraturan ini memandatkan bahwa kawasan 
konservasi yang telah ditetapkan perlu 
dilakukan evaluasi untuk menilai capaian 
tujuan pengelolaan.  Kawasan Konservasi 
Perairan Fakfak membentuk satu jaringan 
konservasi dengan kawasan lain di Papua 
(Mangubhai et al., 2012; Bawole & Megawanto, 
2017;).  Kawasan ini melindungi berbagai 
spesies, termasuk mendukung berbagai 
perikanan tangkap (Sala, 2017; Mustasim et al., 
2019; Boli et al., 2020).

Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan 
Konservasi (EVIKA) telah ditetapkan melalui 
Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan 
Ruang Laut Nomor 28 Tahun 2020 Tentang 
Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas 
Pengelolaan Kawasan Konservasi. Metode ini 
menggunakan serangkaian pertanyaan yang 
dikategorikan berdasarkan 4 kriteria utama: 
input, proses, output dan outcome. Hasil akhir 
evaluasi dinyatakan dengan Status Dikelola 
Minimum (nilai 50-85%; perak), dan Dikelola 
Berkelanjutan (>85%; emas). 

II.	 Metode
A.	 Lokasi dan Waktu

Penelitian ini disusun berdasarkan hasil 
evaluasi EVIKA  2021-2023 pada bulan Maret–
Agustus 2024 di KKP Fakfak. 

B.	 Sumber Data dan Analisis
Status EVIKA KKP Fakfak menggunakan 

data tahun 2021, 2022 dan 2023 yang 
dipublikasi oleh Kementerian Kelautan dan 
Perikanan Republik Indonesia (KKP 2021; KKP 
2022; KKP 2023). Data ini selanjutnya diolah 
dengan menggunakan aplikasi Excel untuk 
melihat tren perubahan selama tiga tahun.

Penilaian EVIKA dilakukan dengan 
menjawab 42 pertanyaan yang dibagi kedalam  
empat kriteria dan 24 indikator (Tabel 1).

Penelusuran terhadap faktor-faktor 
yang berpengaruh rendah atau faktor yang 
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tidak berkontribusi terhadap pengelolaan 
KKP Fakfak menggunakan nilai EVIKA Tahun 
2023 (KKP, 2023). Nilai EVIKA digunakan 
untuk memilah dan menentukan indikator/
faktor-faktor yang perlu dikelola guna 
mengoptimalkan kinerja pengelolaan KKP 
Fakfak.  Pemilihan faktor-faktor/indikator 
menggunakan selang 0 (kurang) sampai 100 
(sangat baik), dengan selang nilai: 0–25%, 
(buruk), 26–50% (kurang), 51-75% (cukup), 
dan 76-100% (baik).  Selang nilai tersebut, 
sering digunakan dalam menentukan tingkat 
pengelolaan sumber daya perairan, misalnya 
kegiatan perikanan tangkap (Sala et al., 
2017), pengelolaan ekosistem karang dalam 
kawasan konservasi (Bawole et al., 2011, 
2013), pengelolaan kawasan konservasi 
dengan pendekatan kearifan lokal (Boli et 
al., 2014). Oleh sebab itu, dalam penilaian 
ini menggunakan nilai ≥ 75% sebagai acuan 
pemilihan faktor EVIKA yang berkontribusi 
pada kinerja pengelolaan kawasan konservasi. 

Tabel 1. Jumlah Indikator dan Pertanyaan pada 
setiap kriteria (KKP, 2023).

Kriteria Jumlah Indikator Jumlah 
Pertanyaan

Input 6 9

Proses 8 12

Output 6 13

Outcome 4 8

Total 24 42

III.	Hasil dan Pembahasan
A.	 Keadaan Umum Kawasan 

Konservasi
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-

Pulau kecil Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van 
Den Bossch di Provinsi Papua Barat memiliki 
total luas 346.807,87 ha yang meliputi: Area I 
Teluk Berau dengan luas 7.804,43 ha, Area II 
Teluk Berau dengan luas 74.050, 86 ha, Area III 
Teluk Berau 17.088,51 ha, dan Area IV dengan 
luas 247.846,07 ha (Gambar 1).

Gambar 1.  Peta Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bossch di 
Provinsi Papua Barat (KKP, 2021).
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B.	 Pengelolaan Kawasan Konservasi 
Atas inisiatif Pemerintah Daerah Fakfak 

melalui Dinas Perikanan dan Kelautan 
Kabupaten Fakfak beserta dukungan dari 
Masyarakat Adat Distrik Karas, Kokas dan 
Arguni, pada November 2016 ketiga distrik 
tersebut melaksanakan deklarasi adat 
pengukuhan wilayah Teluk Berau dan Teluk 
Nusalasi Van Den Bosch sebagai Kawasan 
Konservasi (DKP, 2018). Melalui Deklarasi Adat 
tersebut, Petuanan Adat Atiati, Wertuar, Arguni, 
dan Ugar Pikpik Sekar menyatakan bahwa:
a.	 Mendukung pengelolaan sumber daya 

perairan secara bijaksana sebagaimana 
yang telah ditinggalkan para leluhur sebagai 
Kawasan Konservasi Perairan Daerah 
(KKPD) Teluk Berau seluas 99.000 ha di 
Distrik Kokas dan Arguni serta KKPD Teluk 
Nusalasi Van Den Bosch seluas 251.000 ha 
di Distrik Karas. 

b.	 Melarang penggunaan alat tangkap tidak 
ramah lingkungan dan perikanan illegal 
dan mendorong berbagai pemangku 
kepentingan merealisasikan hal ini. 

c.	 Menjadikan masyarakat Adat sebagai 
pelaku utama dalam pengelolaan KKPD 
dan mendorong Pemerintah daerah 
mengeluarkan peraturan terkait KKPD 
tersebut. Gubernur Papua Barat menjawab 
inisiatif tersebut dengan mengeluarkan SK 
Nomor 523/136/7/2017 pada tanggal 25 
Juli 2017 untuk mencadangkan Kawasan 
Konservasi Perairan Daerah Taman Pesisir 
Teluk Berau Dan Teluk Nusalasi Van Den 
Bosch di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua 
Barat dengan luas total 350.000 ha. 

C.	 Status Efektivitas Pengelolaan 
KKP Fakfak.
Evaluasi efektivitas pengelolaan KKP 

Fakfak dilakukan dengan menggunakan 
data yang tersedia selama tiga tahun (2021–
2023).  Sebagai instrumen evaluasi, EVIKA 
diselenggarakan oleh lembaga pemerintah dan 
masyarakat.  Kualitas pengelolaan meliputi 
aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan 
dan evaluasi, serta umpan balik guna intervensi 
program dan kegiatan. Aspek pengelolaan KKP 
tersebut, melalui instrumen EVIKA terkategori 
dalam empat kriteria, yaitu kriteria input, 
proses, output dan outcome (Gambar 2). Kriteria 

input mengalami tren meningkat selama 
tiga tahun  dan hal yang sama diperlihatkan 
oleh kriteria proses. Sebaliknya, kriteria 
output agak berfluktuasi, dimana pada tahun 
2022 mengalami peningkatan dibandingkan 
dengan tahun 2021, dan kembali mengalami 
penurunan pada tahun 2023.

Gambar 2. Tren Perubahan Status EVIKA KKP 
Fakfak periode 2021–2023
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Secara keseluruhan dapat dikatakan 
bahwa capaian kriteria dampak (outcome) 
dan output jauh lebih rendah dibandingkan 
dengan capaian kriteria input dan proses. Pada 
tahun 2023, capaian kriteria input dan proses 
dapat mencapai 80%, dengan capaian kriteria 
output hanya 45% dan kriteria dampak hanya 
7%.  Harapan dari UPTD bahwa kegiatan 
pengelolaan KKP Fakfak sesungguhnya adalah 
tercapainya indikator dampak yang lebih besar 
dari kriteria lain, namun faktanya pengelolaan 
yang masih dapat dikatakan belum optimal 
dilihat dari capaian kriteria output dan outcome. 
Hal ini tentunya dapat disebabkan oleh 
beberapa faktor, diantaranya KKP Fakfak baru 
ditetapkan tahun 2019. Artinya dalam durasi 
waktu 5 tahun, UPTD masih berkonsentrasi 
pada pembenahan kantor, rekrutmen staf, 
sosialisasi KKP pada berbagai pemangku 
kepentingan, melengkapi sarana/prasarana 
dan perencanaan penganggaran.  Pada tahap 
lima tahun sebelumnya, UPTD lebih banyak 
terkonsentrasi pada pembenahan internal 
manajemen perkantoran. 

Kontribusi indikator-indikator dari setiap 
kriteria (input, proses, output dan outcome) 
menunjukkan bahwa ada indikator yang 

muncul setiap tahun (Gambar 3). Kriteria 
input meliputi status kawasan, rencana zonasi, 
rencana pengelolaan dengan capaian mencapai 
100%.  Hal yang sama juga terjadi pada kriteria 
proses, terutama kegiatan penjangkauan, 
dengan capaian 100%, dari kriteria output, 
indikator ancaman kawasan menurun jauh 
sebesar 50% dari baseline data (hanya satu 
kasus) pada tahun 2022 dan 2023, termasuk 
peningkatan kepatuhan dan pengetahuan 
masyarakat tentang KKP Fakfak. 

Rendahnya ancaman berkaitan dengan 
keberhasilan pengelola mengamankan lokasi 
melalui kegiatan pengawasan dan patroli 
kawasan secara rutin. Kegiatan patroli dilakukan 
kurang lebih empat kali dalam setahun.  Hal ini 
juga berkaitan dengan kegiatan penjangkauan 
masyarakat yang dilakukan pengelola melalui 
penyadar-tahuan pentingnya kegiatan 
konservasi dalam mendukung biodiversitas 
dan kegiatan ekonomi masyarakat.  Beberapa 
kawasan konservasi di Indonesia juga 
mengalami keberhasilan dengan kegiatan 
penyadar-tahuan kawasan dalam melindungi 
dan pemanfaatan berkelanjutan (Magfiroh et 
al., 2020) dan kegiatan yang berkaitan dengan 
pemanfaatan jasa lingkungan (Bato et al., 2013; 
Dahlan & Septianingsih, 2019), dan dalam 

Gambar 3.  Kontribusi Kriteria Evika terhadap KKP Fakfak selama periode 2021 -2023
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mendukung kegiatan perikanan masyarakat 
(Yuliana et al., 2016; Rusandi et al., 2021).

Kriteria outcome dengan capaian yang 
sangat rendah untuk semua indikator, kecuali 
kegiatan pemantauan pada tahun 2023. 
Artinya, secara keseluruhan dari 24 indikator 
EVIKA terdapat 17 indikator (misalnya sarana 
prasarana, anggaran dan sumber daya manusia 
dari kriteria input) berada pada kondisi yang 
belum memadai.  Kriteria proses meliputi 
semua indikator, kecuali penjangkauan. 
Kriteria output meliputi data dan informasi dan 
pemberdayaan masyarakat. Kriteria outcome 
meliputi semua indikator yang belum tercapai.  
Rendahnya capaian ini disebabkan oleh banyak 
faktor terutama keterbatasan pendanaan dan 
kapasitas sumber daya manusia serta kapasitas 
masyarakat (KKP 2021, KKP 2022, KKP 2023).  

Rendahnya capaian dari berbagai indikator 
dapat menjadi umpan balik bagi pengelola UPTD 
untuk membenahi masalah-masalah yang ada. 
Tujuh indikator telah memperlihatkan tren 
perkembangan yang sangat baik selama tiga 
tahun, yaitu indikator status kawasan, rencana 
zonasi dan rencana pengelolaan, dengan 
capaian 100%. Pencapaian ini bukanlah sesuatu 
yang luar biasa, karena kinerja capaiannya 
hanya dilihat dari ketersediaan dokumen 
hukum dan administrasi KKP Fakfak. Dokumen-
dokumen ini biasanya merupakan persyaratan 
administrasi yang harus dipenuhi pengelola 
pada saat pengusulan penetapan kawasan 
konservasi. Artinya dokumen-dokumen ini 
merupakan dokumen administratif yang wajib 
ada dalam kegiatan penetapan kawasan.

Ada 8 indikator dari kriteria proses 
menunjukkan hanya kegiatan penjangkauan 
masyarakat yang mencapai 100%, dan dicapai 
pada tahun 2022 dan 2023. Indikator lain 
yang meliputi SOP pengelolaan, pengawasan, 
kemitraan, pemantauan sumber daya kawasan, 
pengelolaan sarana dan prasarana, perizinan 
dan pemberdayaan masyarakat merupakan 
indikator-indikator dengan capaian rendah. 
Indikator ini perlu dikelola guna mencapai 
status pengelolaan berkelanjutan.  Kriteria 
proses ini merupakan tahapan penting dalam 
memastikan kegiatan dapat berjalan dengan 
baik pada tingkat masyarakat lokal dan tingkat 
pemerintahan kabupaten.  Hal lain yang perlu 
dilakukan adalah meningkatkan pelibatan 
stakeholder guna mewujudkan pengelolaan yang 
berkeadilan dalam menjamin hak, tugas dan 

fungsi lembaga terhadap kegiatan pengelolaan 
KKP Fakfak. Sebagimana dikemukakan oleh 
pemerhati (Heck et al., 2011; Bawole, 2012; 
Khanom et al., 2023), keterlibatan stakeholder 
menjadi kunci keberhasilan pengelolaan 
kawasan. Keterlibatan stakeholder menjadi 
perhatian serius untuk mengelola Kawasan 
Konservasi Fakfak ke depan.

Kriteria output yang meliputi enam 
indikator, tiga diantaranya dengan capaian 
100% yaitu penurunan tingkat ancaman, tingkat 
kepatuhan dan pengetahuan masyarakat. 
Sedangkan indikator pemanfaatan terkendali, 
pemberdayaan masyarakat, data dan informasi 
merupakan indikator capaian yang rendah 
selama tiga tahun. Pemanfaatan terkendali 
masih menjadi masalah karena berkaitan 
dengan penetapan status kuota tangkapan, 
mekanisme pengendalian tangkapan dan 
armada penangkapan. Data dan informasi 
secara berkala sering tidak tersedia dalam 
membangun tata kelola kawasan yang lebih 
baik.  Hal ini berkaitan dengan data runtun 
(series) yang belum tersedia di UPTD.

Kriteria outcome yang merupakan target 
utama dalam kegiatan pengelolaan masih jauh 
dari sempurna. Kriteria outcome ini sering 
mendapat kendala dalam pencapaiannya, 
karena berbagai akumulasi faktor yang 
berasal dari konfigurasi aspek ekologi, sosial, 
budaya dan kelembagaan (Luang & Campus, 
2004; Lockwood, 2010; Bennett & Dearden, 
2014). Hal ini terlihat dari 4 indikator yang 
capaian sangat rendah.  Indikator kondisi 
target konservasi dan kondisi zona inti belum 
ada capaian.  Artinya target konservasi, baik 
habitat, ekosistem maupun spesies belum 
tercatat dengan baik, begitu pula dengan zona 
inti belum dikelola secara baik dan dipandang 
sama dengan zona-zona lain dari KKP.

Dua indikator dengan kinerja rendah 
dari kriteria outcome adalah kondisi sosial 
ekonomi dan partisipasi masyarakat. Pada 
tahap ini idealnya penetapan KKP dapat 
menaikkan kondisi sosial ekonomi melalui 
peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi 
faktanya kegiatan ekonomi yang sudah 
dilakukan masih pada tahap demonstrasi dan 
belum pada tahap komersial guna peningkatan 
pendapatan. Partisipasi masyarakat masih 
menjadi masalah ketika diperhadapkan pada 
pilihan mata pencahariannya. Dalam hal ini, 
masyarakat perlu didorong dalam upaya 
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mereka mendapatkan manfaat jangka panjang 
dari kegiatan konservasi, misalnya dengan 
kegiatan pariwisata bahari.

D.	 Status EVIKA KKP Fakfak
Pemantauan status efektivitas pengelolaan 

KKP Fakfak menunjukkan tren peningkatan 
(Gambar 4), dengan R2 =0,99 yang sangat 
tinggi.  Model prediksi dapat dikatakan sangat 
baik untuk menggambarkan tren peningkatan 
status secara kuantitatif, meskipun secara 
kualitatif kondisi status pada tahun 2022 dan 
2023 adalah sama (status dikelola optimum).  
Artinya pada tahun 2021 memperlihatkan 
status dikelola minimum (40,62%) meningkat 
secara nilai persentase menjadi 50,26% pada 
tahun 2022 dan 57,29% pada tahun 2023, 
meskipun status pada dua tahun terakhir 
adalah sama (dikelola optimum). Kategori ini 
sesuai dengan Keputusan Dirjen PRL Nomor 28 
Tahun 2020 Tentang Status Berdasarkan Nilai 
Akhir EVIKA adalah <50% (dikelola minimum), 
> 50 – 85% (dikelola optimum) dan > 85% 
(dikelola berkelanjutan). 

Tren peningkatan ini dapat dikatakan 
cukup lambat karena dari tahun 2021 ke 
tahun 2022 hanya menambah 10 poin dan dari 

tahun 2022, ke tahun 2023 hanya menambah 
tujuh poin.  Hal ini tidaklah mengherankan 
mengingat dari 27 indikator yang ada, hanya 
tujuh indikator yang memberikan kontribusi 
baik, atau hanya sekitar 29%. Upaya perbaikan 
pada indikator-indikator yang belum 
memberikan dampak berarti (indikator-
indikator dari kriteria output dan outcome) 
menjadi prioritas kegiatan pengelolaan 
kedepan.  Keberhasilan KKP terletak pada 
dampak positif jangka panjang, baik terhadap 
peningkatan biodiversitas maupun pada 
peningkatan kesejahteraan masyarakat (Drew, 
2005; Wu et al., 2014; Marvin et al., 2016).

E.	 Faktor-faktor yang 
Mempengaruhi Pengelolaan KKP 
Fakfak
Berbagai potensi sumber daya pesisir 

dan laut Fakfak beserta tantangannya 
mengindikasikan perlunya pengelolaan 
Kawasan Konservasi Perairan Fakfak sehingga 
tantangan yang ada dapat berubah menjadi 
peluang, dan potensi yang ada dapat memberi 
manfaat bagi masyarakat setempat untuk 
kelestarian sumber daya alam (Gambar 5).  

Gambar 4. Status Efektivitas Pengelolaan KKP Fakfak periode 2021 – 2023.
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Gambar 5 memperlihatkan faktor-faktor 
yang perlu dikendalikan guna mengoptimalkan 
pengelolaan KKP Fakfak menjadi nilai ≥ 75% 
digunakan sebagai acuan pemilihan. Pemilihan 
faktor-faktor yang berkontribusi baik terhadap 
pengelolaan KKP Fakfak disumbangkan 
oleh indikator pengetahuan masyarakat 
dari komponen output, penjangkauan dan 
pengawasan dari komponen proses, dan 
sumber daya manusia, rencana pengelolaan, 
rencana zonasi dan status kawasan dari 
komponen input.  Terdapat sekitar 7 indikator 
EVIKA sebagai faktor penyumbang dalam 
mewujudkan pengelolaan yang baik bagi 
KKP Fakfak. Ada sekitar 17 indikator sebagai 
penyebab rendahnya kinerja pengelolaan 
KKP Fakfak. Dalam hal ini, ada sekitar 70,83% 
indikator yang berkontribusi buruk terhadap 
pengelolaan. Indikator ini terdistribusi pada 
berbagai kriteria input, proses, output, dan 
outcome.  Indikator penyumbang paling tinggi 
sebagai penyebab rendahnya pengelolaan 
adalah output dan outcome. Pada kriteria 
ini hanya pengetahuan masyarakat yang 
memberikan pengaruh positif. Hal ini karena 
secara rutin pengelola melakukan penyadar-

tahuan kepada masyarakat tentang pentingnya 
kawasan konservasi dalam melindungi 
biodiversitas yang ada.  Hal ini sesuai dengan 
temuan dibeberapa kawasan konservasi 
berkaitan dengan pengetahuan masyarakat 
dalam mendukung kegiatan konservasi (Berkes 
et al., 2000, 2008; Evans, 2010; Raymond et al., 
2010; Paulangan et al., 2021;). 

KKP ditetapkan sejak tahun 2018 
(enam tahun beroperasi) sudah semestinya 
mendapatkan capaian output dan outcome 
berada pada kondisi lebih baik, namun 
faktanya belum tercapai sebagaimana dibahas 
sebelumnya. Oleh sebab itu, diperlukan analisis 
yang lebih jauh untuk menggambarkan faktor 
penghambat pengelolaan yang ada, dengan 
cara mengidentifikasi 17 indikator, yang akan 
dibahas pada uraian berikutnya. 

Perhitungan skor akhir EVIKA 
menunjukkan bahwa pengelolaan KKP Fakfak 
berada pada kondisi dikelola optimum, dengan 
presentasi capaian adalah 57,29% (Gambar 6). 
Kondisi ini dapat ditingkatkan untuk menjamin 
implementasi kegiatan dapat berjalan dengan 
baik dan berkelanjutan.  

Gambar 5. Matriks EVIKA Tahun 2023 
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IV.	Kesimpulan
Tujuh indikator EVIKA sebagai faktor 

penyumbang dalam mewujudkan pengelolaan 
yang baik bagi KKP Fakfak dan  sekitar 17  faktor 
lainnya sebagai penyebab rendahnya kinerja. 
Selanjutnya ada sekitar 70,83% faktor yang 
berkontribusi buruk terhadap pengelolaan. 

Faktor penyumbang paling tinggi sebagai 
penyebab rendahnya pengelolaan berasal dari 
kriteria output dan outcome. Pada kriteria 
ini hanya pengetahuan masyarakat yang 
memberikan pengaruh positif dan pengelola 
kawasan melakukan penyadaran kepada 
masyarakat tentang pentingnya kawasan 
konservasi untuk melindungi biodiversitas 
yang ada.
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